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PENGUMUMAN / PERATURAN PEMEHNTAH

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

{Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I
Nomor P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017, tanggal 8 Mei 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk mendorong, mengefektifkan, serta
mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender
dalam setiap perencanaan, penyusunan, pelaksa-
naan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, pro-
gram dan kegiatan bidang lingkungan hidup dan
kehutanan,
pelaksanaannya;

bahwa pelaksanaan pengarusutamaan gender,
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

kegiatan semua unit kerja di lingkup Kementerian |

Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

bahwa sejalan dengan perkembangan pelaksa-
naan pengarusutamaan gender dalam pemban-
gunan lingkungan hidup dan kehutanan, serta
mendorong implementasinya di lapangan, maka
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 528/MEN-
HUT-II/PEG/2004 tentang Panduan Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
Kehutanan dan Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.65/MENHUT-I/2011 tentang Pedoman
Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gen-
der, perlu disempurnakan; -

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf ¢,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Pelaksa-

- naan Pengarusutamaan Gender Bidang lLingkun- |

gan Hidup dan Kehutanan;

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang
Ratifikasi terhadap Konvensi PBB tentang Penge-
sahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita ({Conven-
tion on the Elimination of all Forms Discrimination
Against Women/CEDAW) (Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tamba-

han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor |

perlu dilakukan percepatan dalam |

2.

3277

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3886);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten-
tang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasion-
al (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomaor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1299 Nomor 167, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3888), seb-
agaimana telah diubah™ dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Per-
aturan Pemerintah Pengganti UndangUndang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan menjadi Undang-Undang {(Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor
86, Tambahan Lémbaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hid-
up (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059};

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasi-
onal Tahun 2015-2019 {Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 ten-
tang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehuta-
nan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 17);

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.65/MEN-
HUTII/2011 tentang Pedoman Perencanaan dan
Penganggaran Responsif Gender Bidang Kehutan-
an {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 641);

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehu-
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| tanan Nomor P.18/MENLHK-11/2015 tentang Or-
ganisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan {Berita Negara Republik In-
donesia Tahun 2015 Nomeor 713);

MEMUTUSXAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG LINGKUN-
GAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

Pasal 1
Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gen-
der (PUG) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2
Pedoman Pelaksanaan PUG wajib dipedomani
dalam pelaksanaan kegiatan PUG di bidang lingkun-
gan hidup dan kehutanan.

Pasal 3
: Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik indo-
nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2017
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 24 Mei 2017
DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
1td.
wWIDODO EKATJAHJANA

Catatan Redaksi :
- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

{ BN )

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN NOMOR P.9/MENLHK-11/2015 TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN, PERLUASAN AREAL KERJA DAN PERPANJANGAN IZIN
USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM,
IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU RESTORASI
EKOSISTEM ATAU IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
HUTAN TANAMAN INDUSTRI PADA HUTAN PRODUKSI
(Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I
Nomor P.32/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017, tanggal 8 Mei 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

"Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat
{3) dan Pasal 81 ayat {6} Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan

Pényusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemer-
intah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,
serta Pemanfaatan Hutan, telah ditetapkan Per-
aturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/MENLHK-
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